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bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2Ol8 tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Mahakam Ulu tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dal
Belanja Daerah tahun anggaran 20f 7 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungiawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun arrggiatan 2017.

1. Pasal 18 Ayat 6 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 2O Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OO Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Petunjuk Teknis Pedoman Pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286],;
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor tO4, Tambahan Lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangaa antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahanlembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 1 Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-undalg Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan
Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
sebagaimana Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentarg Pemerintahan Daerah, (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan t€mbaran Negara
Republik Indonesi.a Nomor 4844);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun 200o tentang Tata Cara
Pertanggungiawaban Kepala Daerah (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 205 Nomor 14O, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4025);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2OOl tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahankmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor 153);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45O3);

17. Peraturan Pemerfurtah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
asTs);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2O05 tentalg Sistem
Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik tdonesiaTalun 2O05 Nomor 138, Tambahan Lembaraa Negara Repubtik
Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20O5 tentang Hibah kepada
Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor
139, Tambahan l-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2O06 tentang Laporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2O12 tent€ng Perubahan
Kedua Perpres No.54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelol,aan Keuangan Daerah sebagaimaaa telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dal,am Negeri Nomor 13
Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengurusan, Pertanggunglawaban dan
PengawasanKeuangan Daeral serta Tata Cara Penyusunan APBD,
PelAksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungal APBD;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahul 2014 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O16.

MEMUTUSXA.IT:

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU TENTANG PENJAE}ARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PEI,AKSANA ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Menetapkal:

Pesal 1

l,aporan realisasi anggaran tahun anggaran 2O17 terdiri atas :

1. Pendapatal
a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 12.114.433.690,11
b. Pendapatan Transfer Rp. 891.350.077.918,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. a2.7 47 .6al.4ll,OO

Jumlah pendapatan Rp. 986.212.193.019,11



2. Belanja
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
c. Belanja Tak Terduga

Jumlqh belalja

3. Ttansfer
a. Transfer Bantuan Keuangan

Jrrmlah transfer

4. Pembiayaan
a. Penerimaan pembiayaan
b. Pengeluaran pembiayaan

Jumtrah pembiayaan

754.2aO.OO7.242,60
294.9A1.767.046,OO

Ro 230.54 1.000.00
Rp. 1.O49.492.375.288,60

249.209.309.607 ,80
5.0 .000.000.00

Rp.
Rp.

Rp
RD

Rp. 244.2O9.3O9.607,aO

Sisa Irbih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 64.252.112.863,3t

Pacal2
Ringkasan dal Penjabaral pertanggungawaban APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupa.ti Mahakam Ulu ini.

Pasal 3
I ^mpiran sebagairnana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupa.ti Mahakam Ulu ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di oh Bilang
1 Agustus 2018

BUPATI ULU

S BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal,01 Februari 2018
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Wakil Bupati1 Drc. Y. Juan Jenau

2 Sekda

I
I lzDrs. Thomas Higang Asisten III3

a(Kepala BPKAD l)ccrry Gregorius, SE, M.Si, AK

Plt. I\aabag HukumYosep Sangian& SH.

RrJ. 156.677.O74.475.OO
Rp. 1s6.677.O74.475,Oo

Pard 4
Peraturan Bupati tf,ntang Penjabaran Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Pada tanggal,r
Drs. Yohanes Avun, M. Si
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BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2OI8 NOMOR 23.


